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TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PEMASANGAN IKLAN LUAR 

RUANGAN DI SURAKARTA 

(Studi Pada Perjanjian Pemasangan Reklame Antara PT Dinamis Media 

Jateng Dengan PT Rekaprima Saptakomunika) 
 

Abstrak 

Perjanjian Pemasangan Reklame antara PT. Dinamis Media Jateng dengan PT. 

Rekaprima Saptakomunika bentuk perjanjiannya adalah perjanjian baku dan isi 

perjanjian merupakan perjanjian tertulis yang disepakati oleh kedua belah pihak 

otentik dibawah tangan yang berisikan tentang perjanjian penyedia jasa dan 

kontruksi bangunan reklame dengan Produsen yang membahas hak dan kewajiban 

serta tanggung jawab hukum. Metode yang digunakan penulis adalah yuridis 

normatif yaitu pendekatan dan jenis penelitiannya deskriptif, yang digunakan 

penulis untuk menganalisa dan mendeskripsikan mengenai konstruksi hukum dan 

tanggung jawab hukum terhadap pelaksanaan perjanjian pemasangan reklame 

antara PT Dinamis Media Jateng dengan PT Rekaprima Septakomunika di 

Surakarta. Dalam hasil penelitian yang dapat disimpulkan dari penelitian ini 

adalah bahwa pelaksanaan perjanjian pemasangan reklame yang dibuat oleh para 

pihak berupa akta dibawah tangan di atas materai dan merupakan perjanjian kerja 

sama dimana hak dan kewajibannya pada perjanjian bersifat timbal balik satu 

sama lain, serta tanggung jawab hukum. Dan telah sesuai dengan Pasal 1320, 

1329, dan 1333 KUHPerdata dan dalam perjanjian pemasangan reklame juga 

menerapkan asas kepercayaan, asas kebebasan berkontrak, asas keseimbangan, 

asas konsensualisme, asas kekuatan mengikat, dan asas kekuatan mengikat 

(paecta sunt servanda) serta asas itikad baik hingga berakhirnya perjanjian 

pemasangan reklame tanpa adanya perbuatan yang dapat dikategorikan 

wanprestasi dan dalam keadaan yang memaksa dilakukan oleh salah satu pihak. 

 

Kata Kunci: pelaksanaan perjanjian, reklame, tanggung jawab hukum 

 

Abstract 

Advertisement Installation Agreement between PT. Dinamis Media Central Java 

and PT. Recaprima Saptakomunika, the form of the agreement is a standard 

agreement and the contents of the agreement are a written agreement agreed by 

both authentic parties under the hand which contains an agreement for service 

providers and the construction of billboards with producers that discuss rights and 

obligations as well as legal responsibilities. The method used by the author is 

juridical normative, namely the approach and type of descriptive research, which 

the author uses to analyze and describe the legal construction and legal 

responsibility for the implementation of designing billboards between PT Dinamis 

Media Jateng and PT Rekaprima Septakomunika in Surakarta. In the research 

results that can be ignored from this study is that the implementation of the 

billboard installation agreement made by the parties is in the form of an 

underhand deed on a stamp duty and is a cooperation agreement where the rights 

and obligations in the agreement are reciprocal to one another, as well as legal 

responsibility. And in accordance with Articles 1320, 1329, and 1333 of the Civil 

Code and in the billboard installation agreement also applies the principle of trust, 
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as freedom of contract, the principle of balance, the principle of consensualism, 

the principle of binding strength, and the principle of binding strength (paecta sunt 

servanda) and the principle of good faith until The end of the installation of a 

billboard agreement without any actions that can be categorized as default and in 

an agreement made by one of the parties. 

 

Keywords: implementation of the agreement, advertising, legal responsibility 

 

1. PENDAHULUAN  

Dewasa ini manusia sedang memasuki Revolusi Industri 4.0, zaman dimana 

kemudahan dalam mengakses dunia digital sangat lah mudah. Revolusi Industri 

4.0 sangat membawa kemajuan yang sangat pesat bagi kehidupan manusia. Pada 

zaman ini manusia bisa lebih bereksplorasi dan dapat menjadi insan yang lebih 

kreatif. Hal itu bisa terbukti melalui munculnya gagasan akan creativepreneur. 

Manusia yang memiliki kebutuhan untuk kelangsungan hidupnya akan 

menuangkannya sebagai suatu bentuk bisnis dan lahirlah yang kemudian kita 

kenal dengan perdagangan (Djatmiko, 1966). 

Iklan adalah suatu bentuk informasi yang dilakukan oleh seseorang, 

instansi/ lembaga, atau perusahaan, yang isinya berupa pesan yang menarik 

tentang sebuah produk atau jasa yang ditujukan kepada khalayak. Tujuan 

dibuatnya iklan adalah untuk membujuk/ mendorong masyarakat sehingga 

menjadi tertarik menggunakan produk/ jasa yang ditawarkan. Biasanya iklan 

dipasang di berbagai media agar terlihat oleh banyak orang, baik itu media offline 

maupun media online. Salah satu media yang dapat digunakan dalam periklanan 

yakni papan reklame. Billboard atau yang sering kita kenal dengan papan reklame 

adalah bentuk promosi iklan luar ruang dengan ukuran besar. Bisa disebut juga 

billboard adalah bentuk poster dengan ukuran yang lebih besar yang diletakkan 

tinggi di tempat tertentu yang ramai dilalui orang (Hermawan, 2012). 

Di Indonesia, billboard punya definisi sendiri, yaitu reklame yang 

berbentuk bidang dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiberglass, kain, kaca, 

plastik, dan sebagainya yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan 

dengan konstruksi tetap, dan reklame tersebut bersifat permanen. Jadi papan iklan 

di atas toko pun masuk kategori billboard. Media ini bisa membuka peluang 
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usaha baru  bagi  pihak  tertentu, dan dapat menciptakan suatu simbiosis 

mutualisme antara penyewa dan yang menyewa reklame tersebut. 

Berkaitan dengan hal tersebut, perlu dipahami terlebih dahulu mengenai 

makna dari perjanjian. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang atau satu 

pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau dimana dua orang atau dua 

pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Asyhadie, 2018) (Pasal 

1313 KUHP Indonesia). Menurut Prof. Subekti, S.H. suatu perjanjian adalah suatu 

peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu 

saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (Subekti, 1987). Dalam bentuknya, 

perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau 

kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. 

Syarat sahnya perjanjian tercantum dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu 

sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu 

perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang di perkenankan. 

Pemasangan papan reklame (billboard) melibatkan berbagai pihak, yaitu 

pihak produsen atau pengusaha dan pihak pemerintah daerah. PT Dinamis Media 

Jateng melakukan perizinan pada pihak pemerintah apabila, pemasangan reklame 

tersebut dilakukan diwilayah milik pemerintah dan beberapa pula papan reklame 

yang didirikan PT Dinamis adalah milik PT Dinamis sendiri. Keterlibatan yang 

ada antara pihak produsen dan konsumen dituangkan dalam sebuah perjanjian 

yang berupa kontrak kerja antara pemasang reklame dan pemerintah daerah. 

Selain kontrak kerja, para pihak di dalam melakukan pemasangan papan reklame 

juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan lainnya yang ditetapkan dalam 

Peraturan Daerah Kota Surakarta No 5 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan 

Reklame.  

Yang dimaksud dengan kerjasama pemasangan reklame adalah PT 

Dinamis menyediakan media yang berupa bangunan konstruksi reklame 

(billboard) kepada PT Rekaprima Saptakomunika. Di Kota Surakarta PT Dinamis 

Media Jateng ini merupakan salah satu perusahaan  reklame  yang  bergengsi,  

dibuktikan  dengan  banyaknya perusahaan perusahaan yang bekerjasama dalam 

hal pemasangan reklame (billboard) untuk   mempromosikan   barang   atau   jasa   
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yang   diperjual   belikan   oleh perusahaan tersebut. Sudah banyak terpampang 

reklame yang mengatasnamakan PT Dinamis Media Jateng ini. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konstruksi 

hukum perjanjian pemasangan reklame antara PT Dinamis Media Jateng dengan 

PT Rekaprima Saptakomunika dan bagaimana tanggung jawab hukum antara para 

pihak dalam pelaksanaan perjanjian pemasangan reklame? 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, untuk melihat dan 

mengetahui Konstruksi hukum perjanjian kerjasama pemasangan reklame dan 

Tanggung jawab hukum antara para pihak dalam perjanjian kerjasama 

pemasangan reklame. Manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat 

memberikan manfaat teoritis, dengan memberikan pengetahuan serta wawasan 

mahasiswa, khususnya mengenai pelaksanaan perjanjian pemasangan reklame 

(billboard) dan manfaat praktis penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan 

informatif, dengan memberikan sumbangan pemikiran dan memberikan bahan 

masukan informasi tentang pelaksanaan perjanjian pemasangan reklame 

(billboard) antara PT Dinamis Media Jateng dengan PT Rekaprima 

Saptakomunika sebagai jasa pemasangan reklame (billboard). 

 

2. METODE 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan 

metode yuridis normatif. pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan dengan 

melihat sesuatu perjanjian didalamnya (Zainuddin, 2010). Pendekatan yuridis 

dimulai dengan analisa terhadap perundang-undangan yang mengatur 

permasalahan yang terkait dengan cara meneliti bahan pustaka dan digunakan 

untuk menganalisa syarat dan prosedur perjanjian pemasangan reklame 

(Billboard).  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Kontruksi Hukum Perjanjian Pemasangan Reklame Antara PT 

DINAMIS MEDIA JATENG Dengan PT REKAPRIMA 

SAPTAKOMUNIKA 
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Bahwa berdasarkan bentuk dan isi perjanjian pemasangan reklame antara PT 

DINAMIS MEDIA JATENG dengan PT REKAPRIMA SAPTAKOMUNIKA 

yakni Bapak FX.DIANANTO dengan Bapak AWAN WAHONO yang 

dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2018, dengan ini para pihak sepakat untuk 

mengikatkan dirinya untuk mengadakan dan menandatangani perjanjian tersebut. 

Bentuk dari perjanjian yang dilakukan tersebut adalah perjanjian tertulis yang 

telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, maka berdasarkan perjanjian yang telah penulis 

paparkan diatas maka dapat di analisis sebagai berikut : 

Bahwa Perjanjian Pemasangan Iklan Luar Ruangan yang dibuat ini oleh 

para pihak telah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.329 Tahun 1976, 

Pasal 1 Butir ke 13 menetapkan “ iklan adalah usaha dengan cara apapun untuk 

meningkatkan penjualan, baik secara langsung maupun tidak langsung ”. 

Sedangkan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang 

Penyiaran dalam Pasal 1 angka 5 mendefinisikan iklan sebagai siaran iklan, yaitu 

“siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang 

tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak 

dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan”. Jadi 

dapat di pahami maksud dan tujuan dari Perjanjian Pemasangan Iklan Luar 

Ruangan di PT Dinamis Mediajateng sebagai PIHAK PERTAMA dan PT 

Rekaprima Saptakomunika selaku PIHAK KEDUA ialah meningkatkan 

penjualannya dengan cara siaran iklan. Dalam penyewaan 1 buah baliho dengan 

total harga Rp 36.000.000. dengan masa sewa 1 tahun lamanya, sejak Februari 

2018 hingga Februari 2019, serta dilengkapi instalasi listrik dengan penerangan 

lampu HPIT 250 watt, dengan daya 2200 watt selam periode sewa. 

Bahwa Subyek Hukum dalam perjanjian pemasangan iklan luar ruangan 

yang dilakukan antara: Bapak FX. DIANANTO selaku Direktur Utama dari PT 

DINAMIS MEDIAJATENG yang beralamat di Jalan Amarta Raya No. 33 

Ngabeyan, Kartasura , Sukoharjo, Jawa Tengah. Yang selanjutnya disebut sebagai 

PIHAK PERTAMA. 
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Bapak AWAN WAHONO selaku Bagian Produksi yang bertindak untuk 

PT REKAPRIMA SAPTAKOMUNIKA yang beralamat di Jalan Apel III No. 1F 

Siwalan, Solo-57143. Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. Jadi 

Subyek Hukum dalam Perjanjian Pemasangan Iklan Luar Ruangan antara PT 

Dinamis Mediajateng dengan PT Rekaprima Saptakomunika telah memenuhi 

syarat sahnya subyektif perjanjian yang dimana diatur dalam Pasal 1320 

KUHPerdata angka 1 dan  2 yang menyatakan bahwa yang pertama sepakat 

mereka yang mengikatkan dirinya yang kedua kecakapan untuk membuat suatu 

perikatan. Dan telah memenuhi syarat sahnya menurut R. Subekti yakni ”Orang 

yang membuat perjanjian harus cakap melakukan perbuatan hukum. Jadi siapapun 

yang menjadi para pihak dalam suatu perjanjian harus memenuhi syarat bahwa 

mereka cakap utuk melakukan perbuatan hukum.” Maka dalam perjanjian ini para 

pihak sudah memenuhi syarat-syarat tersebut sehingga dapat dinyatakan cakap 

dan dapat melaksanakan perjanjian ini. 

Bahwa Obyek Hukum dalam Perjanjian Pemasangan Iklan Luar Ruangan 

yang dilaksanakan antara PT DINAMIS MEDIAJATENG dengan PT 

REKAPRIMA SAPTAKOMUNIKA yakni sebagai berikut: Yang menjadi Obyek 

Hukum dalam Perjanjian Pemasangan Iklan Luar Ruangan ini adalah satu buah 

baliho berukuran 4m x 6m/ Vertikal/ Frontlight. Di lengkapi instalasi listrik 

dengan penerangan lampu HPIT 250 watt, dengan daya 2200 watt.  

Bahwa dengan demikian Obyek Hukum dalam Perjanjian Pemasangan 

Iklan Luar Ruangan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1333 dan Pasal 1334 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “ Suatu perjanjian harus 

mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya” 

dan “ Barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok 

suatu perjanjian “ dengan sebuah baliho yang menjadi Obyek Hukum yang tidak 

bergerak dalam perjanjian ini maka telah sesuai dengan syarat sahnya obyek 

perjanjian. 

Bahwa dalam Perjanjian Pemasangan Iklan Luar Ruangan yang 

dilaksanakan antara PT Dinamis Mediajateng dengan PT Rekaprima 

Saptakomunika telah memenuhi sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata, 
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bahwasanya perjanjian haruslah memenuhi syarat sahnya perjanjian agar 

perjanjian yang dilaksanakan berkekuatan hukum yang mengikat dan perjanjian 

tersebut sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya, yakni: 

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, yaitu antara para pihak sepakat untuk 

mengadakan suatu perjanjian. Hal tersebut terpenuhi dalam perjanjian ini, yang 

dimana perjanjian ini telah diadakan, lalu para pihak menyetujui dan dibubuhi 

tandatangan oleh PT Dinamis Mediajateng dan PT Rekaprima Saptakomunika 

sebagai pertanda kesepakatan diantara mereka pada 15 Januari 2018. Sehingga 

pelaksanaan perjanjian ini dapat terlaksanakan dengan kekuatan hukum dan 

menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi para pihak. 

Para pihak dalam Perjanjian Pemasangan Iklan Luar Ruangan ini telah 

memenuhi syarat kedua yaitu kecakapan untuk membuat sesuatu perikatan. Hal 

ini dilihat dari para pihaknya, PT Rekaprima Saptakomunika selaku PIHAK 

KEDUA memberi kuasa kepada Bapak AWAN WAHONO untuk membuat 

perjanjian tersebut. Dengan hal tersebut maka dapat dipastikan bahwa PT 

Rekaprima Saptakomunika mempercayakan kepada orang tersebut sebagai 

perwakilan PT Rekaprima Saptakomunika karena memiliki syarat cukup yakni 

telah dewasa atau akilbaliq dan sehat akal pikirannya untuk itu disebut cakap. 

Kemudian ditinjau dari PIHAK PERTAMA, yaitu Bapak FX. DIANANTO juga 

cakap yang diatur pada Pasal 1329 yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap orang yang 

berwenang membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal 

itu” karena dalam hal ini adalah sebuah perusahaan berbadan hukum yang 

bergerak dibidang Penyedia Barang Reklame. Sehingga para pihak sudah pantas 

disebut cakap dan cakap untuk melakukan pembuatan suatu perjanjian. 

Perjanjian Pemasangan Iklan Luar Ruangan ini telah memenuhi syarat 

ketiga yaitu suatu hal tertentu. Pada perjanjian Pemasangan Iklan Luar Ruangan 

ini , objek perjanjiannya sudah disebutkan dengan jelas, yaitu pemberian fasilitas 

sewa Baliho yang mengeluarkan biaya yakni perawatan dan pemeliharaan selama 

periode sewa dan instalasi listrik dengan penerangan lampu HPIT 250 watt, 

dengan daya 2200 watt selama periode sewa . Adapula Baliho yang menjadi objek 
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Pemasangan Iklan Luar Ruangan terletak di Jalan Raya Bandara – Solo, 

Perempatan Colomadu . Ukuran 4m x 6m/ Vertikal/ Frontlight. 

Perjanjian Pemasangan Iklan Luar Ruangan ini telah memenuhi syarat 

yang terakhir yaitu Causa yang halal. Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUHPerdata 

menjelaskan bahwa apabila perjanjian itu dibuat tanpa sebab, palsu, atau terlarang 

maka perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak tersebut tidak memiliki 

kekuatan hukum mengikat. Yang dimaksud sebab yang terlarang disini yaitu 

dilarang apabila bertentangan atau berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban 

umum.Pada perjanjian pemasangan iklan luar ruangan ini, yang menjadi objek 

perjanjiannya (sebab) adalah Baliho, yang mana terletak di Jalan Raya Bandara – 

Solo, Perempatan Colomadu . Ukuran 4m x 6m/ Vertikal/ Frontlight. Mengenai 

objek nya, “Baliho”, tidak ada peraturan yang menyebutkan bahwa Baliho adalah 

objek yang dilarang/illegal. Ditambah lagi objek dalam perjanjian tersebut 

(Baliho) juga sudah memiliki legalitas di mata hukum, yaitu memiliki surat Izin 

tertulis  kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan melengkapi 

persyaratan administrasi dan persyaratan teksnis. Kemudian berdasarkan data 

yang didapat, baliho yang menjadi objek Sewa-menyewa tidak sedang dalam 

sebuah sengketa atau permasalahan hukum lain. Maka dalam uraian diatas 

perjanjian pemasangan iklan luar ruangan ini telah memenuhi seluruh syarat 

sahnya perjanjian hingga yang terakhir, dan obyek tersebut dapat dijadikan suatu 

hal yang diperjanjikan yang sah dan halal.  

Dari penjelasan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sah nya perjanjian 

dapat disimpulkan bahwa Perjanjian sewa – menyewa antara PT. Dinamis dengan 

PT. Rekaprima telah sesuai. Perjanjian yang sudah dibuat sah secara hukum itu 

sendiri akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipatuhi kedua pihak 

layaknya seperti undang – undang. Segala hal yang telah disusun bersama tidak 

bisa dirubah melainkan alasan oleh perundang – undangan atau adanya 

kesepakatan dari keduanya. Dengan demikian pelaksanaan perjanjian oleh Pihak 

Pertama dan Pihak Kedua dilakukan dengan itikad baik. Bukan hanya hal – hal 

yang tertera didalamnya, tetapi harus dilaksanakan berdasarkan kepatutan, 

kebiasaan atau undang – undang yang berlaku juga. Maka perjanjian antara PT. 
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Dinamis dengan PT. Rekaprima telah memenuhi pula dalam ketentuan Pasal 1338 

serta Pasal 1339 KUHPerdata. Sebagaimana yang telah diuraikan diatas terkait 

hak dan kewajiban, berikut hak dan kewajiban antara PT. Dinamis dengan PT. 

Rekaprima: 

Hak dan kewajiban pihak pertama. Pihak pertama berhak untuk menerima 

biaya atas segala pembayaran sewa Baliho, untuk menetapkan besaran nominal 

biaya atas proses penyelenggaraan reklame (baliho), berkewajiban untuk 

melakukan penguasaan, perawatan, dan pemeliharaan Baliho selama periode 

sewa. Berkewajiban untuk menjamin tidak ada gangguan dari pihak manapun, dan 

berkewajiban untuk memberitahukan masa sebelum berakhir atau perpanjang 

masa sewa. 

Pihak kedua berhak untuk menerima fasilitas yang tercantum dalam 

perjanjian, dan berhak untuk menerima ganti rugi apabila pihak lainnya 

menggugat. Pihak kedua wajib untuk melakukan pembayaran sesuai dengan isi 

perjanjian baik jangka waktu pembayaran hingga biaya sewa, izin, pajak, 

perawatan, pemeliharaan, serta instalasi listrik dan wajib membayar denda apabila 

terdapat kelalaian dalam membayar sewa selama periode sewa. 

Dalam Perjanjian Pemasangan Iklan Luar Ruangan apabila ada pihak yang 

tidak melakukan hak dan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan, maka 

menimbulkan tanggung jawab hukum. Apabila salah satu pihak dalam perjanjian 

lalai dengan dasar wanprestasi, maka muncul tanggung jawab hukum terhadap 

pihak lainnya sebagaimana dalam Pasal 1243 KUHPerdata. 

3.2 Tanggung Jawab Hukum Antara Para Pihak Dalam Pelaksanaan 

Perjanjian Pemasangan Reklame 

Pertanggungjawaban hukum bisa dilakukan apabila ada pihak yang melanggar 

atau tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan 

sebelumnya. Pertanggungjawaban hukum dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:  

3.2.1 Wanprestasi 

Dalam perjanjian pemasangan Reklame antara PT. Dinamis Media Jateng dengan 

PT. Reka Prima Saptakomunika, memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang 

telah ditetapkan dalam perjanjian Kerja Sama sewa baliho keduanya. Apabila ada 
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prestasi yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak maka disebut dengan 

wanprestasi. Terkecuali, adanya keadaan memaksa yang membuat tidak 

terpenuhinya prestasi tersebut. Dalam uraian perjanjian Kerja Sama antara PT. 

Dinamis dengan PT. Reka dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Perikatan lahir karena adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Artinya 

apabila adanya persetujuan harus ditaati layaknya undang – undang. Dalam suatu 

perjanjian ini para pihak harus menaati isi perjanjian baik jangka waktu hingga 

penyelesaian prestasi tepat waktu. Pemenuhan kewajiban yang dilaksanakan pihak 

PT. Dinamis Media Jateng ialah melakukan penguasaan, perawatan, dan 

pemeliharaan Baliho selama periode sewa, serta menjamin tidak adanya gangguan 

dari pihak manapun. Apabila Pihak Pertama tidak melaksanakannya sesuai apa 

yang ada dalam perjanjian kerja sama maka akibatnya Pihak Pertama harus 

menanggung segala akibat tersebut serta apabila ada kerugian atas kelalaian Pihak 

Pertama. 

 Sedangkan apabila Pihak Kedua melanggar isi perjanjian pula, yakni tidak 

membayar dan/atau tidak tepat waktu maka seluruh denda atau kerugian 

ditanggung pihak kedua itu sendiri yang mana akibatnya kegiatan pelaksanaan 

jasa kontruksi tersebut akan dihentikan atau pembatalan. 

Bahwa dengan demikian hasil penelitian dalam Perjanjian Pemasangan 

Iklan Luar Ruangan ini telah sesuai dengan ketentuan KUHPER Pasal sebagai 

berikut :  

Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : “Tiap-tiap perikatan 

dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang” 

Pasal 1237 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : “Dalam hal adanya 

perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak 

perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si berpiutang” 

Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : “Penggantian biaya, 

kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila 

debitur, walaupun telah dinyatakan lalai tetap lalai untuk perikatan itu, atau jika 

sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau 

dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.” 
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Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : “Pihak terhadap siapa 

perikatan tidak terpenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat 

dilakukan, akan memaksa pihak lainnya untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia 

akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan 

bunga.” 

Bahwa berdasarkan hasil penelitian  apabila timbul perselisihan antara 

kedua belah pihak maka kedua belah pihak sepakat untuk melakukan musyawarah 

hingga mendapatkan mufakat dan apabila tidak memperoleh kata mufakat maka 

kedua belah pihak sepakat untuk menempuh jalur hukum. Penyelesaian 

persengketaan yang berhubungan dengan pelaksanaan sewa menyewa baliho 

dapat diselesaikan melalui beberapa pilihan yang di sepakati para pihak, yaitu: 

Dalam hal ini, pihak yang berkaitan sepakat untuk melakukan musyawarah 

guna mencapai mufakat. Musyawarah merupakan salah satu dari alternatif 

penyelesaian sengketa lainnya. Dalam alternative penyelesaian sengketa juga 

terdapat seperti negosiasi, pendapat ahli, konsiliasi, dan mediasi. 

Apabila jalur musyawarah tidak dapat ditempuh, para pihak sepakat 

bahwasannya segala bentuk perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut 

dilanjutkan pada jalur hukum. 

Bahwa dengan demikian hal tersebut diatas telah sesuai dengan ketentuan 

Undang-Undang No 02 Tahun 2017 Tentang Jasa Kontruksi Pasal 88 ayat ke 1, 2, 

3, dan 4 yaitu sebagai berikut : Ayat 1 : Sengketa yang terjadi dalam Kontrak 

Kerja Konstruksi diselesaikan dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai 

kemufakatan. Ayat 2 : Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, para pihak menempuh 

tahapan upaya penyelesaian sengketa yang tercantum dalam Kontrak Kerja 

Konstruksi. Ayat 3 : Dalam hal upaya penyelesaian sengketa tidak tercantum 

dalam Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), para pihak 

yang bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai tata cara 

penyelesaian sengketa yang akan dipilih. Ayat 4 : Tahapan upaya penyelesaian 

sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: mediasi; konsiliasi; dan 

arbitrase 
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3.2.2 Keadaan Memaksa (Overmacht) 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan wawancara, dalam perjanjian 

pemasangan reklame antara PT. Dinamis Media Jateng dengan PT. Reka Prima 

Saptakomunika, dalam perjanjian tersebut apabila terjadi keadaan yang memaksa 

atau Force Majeur, PT. Dinamis Media Jateng memiliki kewajiban-kewajiban 

apabila terjadi karena kelalaian dan disebabkan bencana antara lain: 

Apabila akibat angin kencang, baliho yang didirikan oleh oleh pihak PT. 

Dinamis Media Jateng roboh karena kurang kuatnya konstruksi baliho, PT. 

Dinamis Media Jateng berkewajiban memperbaiki baliho tersebut dan pada masa 

perbaikan diberikan perpanjangan waktu pemasangan reklame sampai masa 

perbaikan selesai. 

Namun apabila keadaan memaksanya bukan merupakan kelalaian dari 

pihak PT. Dinamis Media Jateng dan bencana alam tersebut merupakan bencana 

alam yang telah ditetapkan tanggap darurat, seperti gempa bumi hebat, setiap 

kewajiban dari masing-masing pihak khususnya Pihak PT. Dinamis Media Jateng 

ditolerir untuk melakukan pertanggungjawaban untuk memperbaiki atau 

melakukan ganti rugi sebagaimana disepakati oleh kedua belah pihak dan sesuai 

dengan Pasal 1245 KUHPerdata. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Kontruksi dalam perjanjian pemasangan reklame antara PT. Dinamis Media 

Jateng dengan PT. Rekaprima Saptakomunika bentuk perjanjiannya adalah 

perjanjian baku dan isi perjanjian berupa sewa-menyewa yang merupakan 

perjanjian tertulis yang disepakati oleh kedua belah pihak yang berupa akta 

dibawah tangan. Subjek hukum yang tercantum dalam perjanjian adalah badan 

hukum yang diwakilkan oleh direktur adalah subjek hukum yang sah menurut 

undang-undang dan sesuai dengan Pasal 1329 KUHPerdata dan objek hukum 

yang ada dalam perjanjian pemasangan reklame telah sesuai dengan Pasal 1333 

KUHPerdata. Dalam perjanjian pemasangan reklame juga menerapkan asas 

kepercayaan, asas kebebasan berkontrak, asas keseimbangan, asas 
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konsensualisme, asas kekuatan mengikat, dan asas kekuatan mengikat (paecta 

sunt servanda) serta asas itikad baik. 

Perjanjian sewa menyewa reklame antara PT. Dinamis Media Jateng 

dengan PT. Rekaprima Saptakomunika telah dibuat dengan memenuhi Pasal 1320 

KUHPerdata, yaitu  :  sepakat untuk mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat 

suatu perjanjian, suatu hal tertentu, sebab (causa) yang halal. Setelah terjadi 

kesepakatan, akan dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian. Hal ini 

dilakukan agara perjanjian tersebut agar mempunyai kekuatan di mata hukum. 

Akta perjanjian tersebut kemudian dibuat rangkap 2 agar pihak penyewa dan 

pihak yang menyewakan mempunyai kekuatan yang sama dimuka pengadilan. 

Setelah terjadi kesepakatan oleh para pihak, maka kemudian akan 

menimbulkan hubungan hukum yang kemudian akan melahirkan hak dan 

kewajiban yang mengikat baik bagi pihak penyewa maupun pihak yang 

menyewakan sebagaimana Pasal 1338 KUHPerdata. 

Kewajiban Pihak yang menyewakan yaitu memberikan hak kepada 

penyewa untuk memasang iklan pada baliho dengan jaminan tidak akan mendapat 

gugatan dari pihak manapun atas pemakaian tempat/lokasi tersebut. Sedangkan 

hak dari yang menyewakan adalah menerima uang yang telah disepakati diawal 

perjanjian dengan nominal yang telah disepakati pula. 

Kewajiban pihak penyewa yaitu memakai barang sewa dengan baik, 

membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan. Sedangkan hak dari 

penyewa adalah mendapatkan baliho dalam keadaan yang baik untuk keperluan 

pemasangan iklan. 

Tanggung jawab hukum antara para pihak dalam perjanjian pemasangan 

reklame dilakukan dengan kesepakatan, apabila terjadi wanprestasi misalnya 

pihak yang menyewakan tidak melakukan penguasaan, perawatan, dan 

pemeliharaan Baliho selama periode sewa, serta menjamin tidak adanya gangguan 

dari pihak manapun akibat hukumnya adalah Pihak yang menyewakan harus 

menanggung segala akibat tersebut serta apabila ada kerugian atas kelalaian Pihak 

yang menyewakan. Sedangkan apabila Pihak penyewa melanggar isi perjanjian 

pula, yakni tidak membayar dan/atau tidak tepat waktu maka seluruh denda atau 
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kerugian ditanggung pihak penyewa itu sendiri yang mana akibatnya kegiatan 

pelaksanaan jasa kontruksi tersebut akan dihentikan atau pembatalan. Sedangkan 

dalam keadaan yang memaksa, pihak PT. Dinamis Media Jateng memiliki 

kewajiban-kewajiban tertentu apabila keadaan memaksa tersebut didahului oleh 

kelalaian pihak PT. Dinamis Media Jateng yang dimana harus 

mempertanggungjawabkan hal tersebut dan melakukan ganti kerugian telah sesuai 

dengan Pasal 1237 serta Pasal 1243 KUHPerdata,  akan tetapi apabila keadaan 

memaksa tersebut adalah bencana alam nasional yang telah ditetapkan, dan bukan 

didahului dengan kelalaian maka kedua belah pihak terhindar dari kewajiban-

kewajiban yang mengikat pada para pihak sebagaimana diatur dalam 1245 

KUHPerdata. 

4.2 Saran 

Dalam perjanjian pemasangan reklame tersebut, tidak diterangkan tentang 

bagaimana tanggung jawab hukum dalam hal wanprestasi dan perbuatan melawan 

hukum serta overmacht, hal-hal terkait dengan tanggung jawab hukum hanya 

diatur secara lisan dan tidak tertuang dalam perjanjian secara lebih lanjut. Perlu 

dimuat tentang adanya tanggung jawab hukum dalam perjanjian sehingga 

perjanjian lebih mengikat kepada kedua belah pihak termasuk didalamnya apabila 

salah satu pihak melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum atau 

terjadi kondisi yang memaksa, dalam perjanjian sudah dimuat. 

Dalam perjanjian pemasangan reklame tidak memuat tentang adanya 

saksi-saksi yang memberikan kekuatan hukum khususnya digunakan sebagai 

bukti yang sah apabila terjadi sengeketa dan dibawa ke  pengadilan, sehingga 

perlu dimuat adanya saksi-saksi minimal 2 (dua) orang sehingga perjanjian 

pemasangan reklame memiliki kekuatan hukum yang lebih baik. 
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